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Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Kupon Undian 
Berhadiah di bawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai pembimbing I 
dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin sebagai pembimbing II. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi 
penyebab seseorang untuk melakukan kejahatan penipuan dengan 
modus kupon undian berhadiah dan upaya-upaya yang dilakukan dalam  
menanggulangi kejahatan penipuan dengan modus kupon undian 
berhadiah yang terjadi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan kriminologis dan 
bersifat analisis dekskriptif, melalui teknik analisis secara kualitatif dan 
kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung 
pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti. 
 
       Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang menjadi 
penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan modus 
kupon undian berhadiah di Kota Makassar, yaitu : (1). Faktor ekonomi 
sebagai faktor yang paling dominan (2). Faktor lingkungan (3).  Faktor 
sosial budaya  (4).Mudahnya melakukan kejahatan dengan modus kupon 
undian (5). Faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Sementara 
upaya penanggulangan terjadinya Kejahatan Penipuan Dengan Modus 
Kupon Undian Berhadiah di kota Makassar, yaitu (1). Upaya pencegahan 
(preventif), dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada 
masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan 
produk,Memberikan himbauan melalui media dan pengadaan kamera 
pemantau atau CCTV. (2). Upaya penindakan (represif), yaitu berupa 
upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku, dan upaya 
pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar 
atas hukum  dan  bukan  negara  atas  kekuasaan,  maka kedudukan 
hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan 
harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan  tersebut  
tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 
(Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang 
menyebutkan bahwa: 
 
“...membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  yang  
melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  
Indonesia  dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  
berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial...berdasarkan Pancasila”. 
 
Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1999  tentang  Garis  Garis  Besar  Haluan 
Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum 
khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan 
terpadu dengan mengakui dan   menghormati   hukum   agama   dan   
hukum   adat,   serta   memperbaharui perundang-undangan warisan 
Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif. 
Pembangunan  dalam  bidang  hukum  khususnya  pembangunan  
hukum pidana,  tidak  hanya  mencakup  pembangunan  yang  bersifat  
struktural,  yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak 
dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembanguan 
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substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu system 
hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang  bersifat  
kultural,  yakni  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  mempengaruhi 
berlakunya sistem hukum. 
Usaha  pembaharuan  hukum  pidana  sampai  saat  ini  terus  dilakukan, 
dengan  satu  tujuan  utama  yakni  menciptakan  suatu  kodifikasi  
hukum  pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana 
yang merupakan warisan kolonial  yakni   Wetboek  van  Strafrecht  voor  
Nederlands  Indie  1915  yang merupakan turunan dari Wetboek van 
Strafrecht negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 
1918. 
Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan 
secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum 
dan penyusunan  perundang-undangan  baru  sangat  dibutuhkan. 
Instrument  hukum dalam  bentuk  perundang-undangan  ini  sangat  
diperlukan  untuk  mendukung pembangunan  di  berbagai  bidang  
sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan  serta tingkat kesadaran hukum 
serta pandangan  masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. 
Kemajuan   ilmu   pengetahuan   dan teknologi   pula-lah   yang   turut 
mempengaruhi  cara  berpikir,  bersikap  dan  bertindak.  Perubahan  
sikap  dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang 
mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah 
laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya 
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merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang 
mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan  
atau  bersaranakan  teknologi.  Kejahatan  ini  merupakan  jenis 
kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan 
masyarakat. 
Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya 
dengan perubahan   kejahatan   tersebut,   maka   dapat   dilakukan   
usaha   perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung 
segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu 
mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. 
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial 
khususnya  dalam  penanggulangan  kejahatan, masalah tindak 
kejahatan tersebut salah satunya penipuan. 
Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau 
kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini 
sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV 
pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, 
bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih 
khusus.Bentuk-Bentuk Penipuan, Unsur, dan Akibat Hukumnya. 
Salah satu tindak kejahatan penipuan yang dilakukan yaitu dengan 
menggunakan media kupon undian berhadiah. Modus ini sangat 
beragam, mulai dari memasukkan kupon tersebut ke dalam bungkus 
makanan, sampai dengan menyebarkan kupon tersebut di jalan. 
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Modus ini mengatasnamakan sebuah produk-produk makanan atau 
minuman sebagai penyelenggara undian berhadiah. Yang sebenarnya 
undian berhadiah tersebut tidak pernah di laksanakan oleh sebuah 
produk makanan dan minuman tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan 
judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan 
Modus Kupon Undian Berhadiah” (Studi Kasus di Kota Makassar 
Tahun 2010-2012)”. Penelitian tersebut akan memuat tentang faktor-
faktor dan upaya dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan 
modus undian berhadiah. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi 
permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
1. Faktor-faktor apakah  yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
penipuan dengan modus kupon undian berhadiah? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum terhadap kejahatan penipuan dengan modus kupon 
undian berhadiah? 
C. Tujuan Penulisan 
a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah. 
b. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk 





D. Kegunaan Penelitian. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk 
mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan modus 
kupon undian berhadiah.  
2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk 
mengurangi jumlah terjadinya kejahatan penipuan 
dengan modus kupon undian berhadiah. 
3. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak 
yang berkepentingan dalam mengetahui masalah 


















1. Pengertian Kriminologi 
Istilah Kriminologi di temukan oleh P.Topinard (Topo Santoso dan 
Achjani Sulfa 2001:9) Seorang ahli antropologi asal Prancis, secara 
harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat 
dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi adalah ilmu 
yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. 
Pendapat J.Constant ( A.S Alam, 2010:2) kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi 
sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
Menurut W.A. Bonger (Topo Santoso dan Achjani Sulfa, 2001:9) bahwa 
kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya”. Melalui defenisi ini W.A. Bonger membagi 
kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup : 
a. Antropologi kriminal 
Merupakan Ilmu pengutahuan tentang manusia yang jahat (somatis). 
Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban ataspertanyaan tentang 
orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh? Apakah 
antara kejahatan dan suku bangsa mempunyai hubungan. 
 
b. Sosiologi Kriminil 
Adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok permasalahan yang di bahas dalam ilmu 





c. Psikologi Kriminil 
Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut pandang 
kejiwaannya. 
 
d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil 
Adalah Ilmu Tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyakit syaraf. 
e. Penology 
Merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sebuah 
hukuman. 
 
Sutherland (Topo Santoso dan Achjani Sulfa, 2001:10) merumuskan 
kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan 
dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. 
“( The body of knowledge regarding crime as a social phenomenom)”. 
Bahwa kriminologi “mencakup proses-proses perbuatan hukum, 
pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum”.  
Sedangkan kriminologi di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu : 
a. Sosiologi Hukum 
kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam 
dengan suatu sanksi. Disini menyelidiki tentang sebab-sebab kejahatan 
dan faktor-faktor penyebabnya (khususnya hukum pidana) 
b. Etiologi Kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kejahatan yang mencari sebab-musahab dari 





Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan represif maupun preventif. 
Menurut William III dan Marliyn Mcshane (Lilik Mulyadi, 2001:84) teori 
kriminologi di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : 
a. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (makro theories). 
Pada asasnya, teori-teori ini mendiskrepsikan korelasi antara 
kejahatan dan struktur masyarakat. 
b. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin 
menjawab mengapa seseorang / kelompok dalam masyarakat 
melakukan kejahatan atau kriminal. 
c. Beidging theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori 
makro / mikro dan mendiksripsikan tentang struktur sosial dan 
bagaimana seseorang menjadi penjahat. 
 
Selain Klasifikasi di atas, Frank. P. William III dan Mchane (Lilik Mulyadi, 
2001:84) juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 
(tiga) bagian lagi yaitu : 
a. Teori Klasik Dan Teori Positivis 
 
Asasnya, Teori klasik tersebut membahas legal statutes, struktur 
pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori Positivis terfokus 
kepada patoogi criminal, penanggulangan dan perbaikan prilaku kriminal 
individu. 
b. Teori Sruktural dan Teori Proses 
 
Teori Struktural terfokus kepada cara masyarakat terorganisasi dan 
dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim di sebut strain 
theories karena, “their assumpution that a disorganized siciety creates 
strain which leads to deviant behavior”. Tegasnya, asumsi dasarnya 
adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah 
penyimpangan terhadap tingkah laku, Dan menganalisis bagaimana 




c. Teori Konsensus 
 
Teori Konsensus mengunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat 
terjadi consensus/persetujuan sehingga terhadap nilai-nilai bersifat umum 
kemudian disepakati secara bersama-sama. 
 
Pemikiran teoritik Kriminologi dapat di bagi secara garis besar mashab 
(http://apakabar@clark.net) yaitu: 
a. Mashab Klasis  
Yang mempelopori adalah Cesare Bonesana Ma Beccalla (1738-94) dan 
di modifikasi oleh Mashab Neo-Klasik melalui Code Penal 1819. Pada 
Mashab ini melihat melihat manusia „sebagai mempunyai kebebasan 
memilih prilaku dan selalu bersikap rasional dan hedoristik (cenderung 
menghindari segala sesuatu yang menyakiti)‟. Menurut pandangan ini 
pemidanaan adalah cara untuk menanggulangi kejahatan, sehingga 
dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan dapat di kurangi dengan 
hukuman atau dengan sanksi yang keras. 
 
b. Mashab Positivis 
Yang mempelopori adalah  Cesare Lambrosso (1835-1909) dianggap 
sebagai awal pemikiran ilmiah Kriminologi tentang sebab musabab 
kejahatan. Mashab ini berkeyankinan bahwa perilaku manusia 
disebabkan faktor-faktor  biologis,  sebagian  besar  merupakan 
pencerminan karakteristik dunia sosial kultural di mana manusia hidup. 
Dalam teori ini bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang biasa 
disebabkan oleh pengaruh-pengaruh baik dari dalam maupun dari luar 
sehingga para pelaku kejahatan tidak dapat hanya di pidana saja, akan 
tetapi harus lakukan dengan menyelesaikan penyebabnya terlebih dahulu 
jadi dalam teori ini harus bisa mencari mengapa seseorang melakukan 
kejahatan. 
 
c. Mashab Kritikal 
Menurut Mashab ini tidak tidak penting manusia itu bebas memilih 
perilaku atau manusia itu terkait secara biologis Sosial kultural. Menurut 
mereka jumlah perbuatan pidana/kejahatan yang terjadi maupun 
karakterisktik para pelakunya di tentukan terutama oleh bagaimana 
hukum pidana itu di rumuskan dan dilaksanakan. Dalam mashab ini yang 
menentukan baik buruknya adalah siapa yang berkuasa pada saat itu. 
Segala peraturan adalah dari orang yang berkuasa pada saat itu. 
 
Di samping itu tedapat pula Kriminologi terapan (Topo Santoso dan Eva 
Anjani zulfa, 2001:10) yaitu : 
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a. Higiene criminal  
Higiene kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahtraan 
yang dilakkukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
 
b. Politik kriminil 
Politik kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan, dimana 
kejahatan telah terjadi. Disini dilihat dari sebab-sebab melakukan 
kejahatan. Bila di sebabkan oleh faktor-faktor ekonomi maka usaha yang 
dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan 
kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
 
c. Kriminalistik (policie scientific)  
merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan 
pengusutan kejahatan. 
 
G.H. Sutherland (R.Soesilo, 1985:1) mengemukakan bahwa kriminologi 
adalah “Keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai 
suatu gejala sosial”. Pembahasan tersebut termasuk proses pembuatan 
undang-undang. Proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan 
suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling 
berhubungan. 
Wolfgang,Savitz, dan johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2001:12), defenisi Kriminologi adalah : 
Sebagai kumpulah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-
keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor 
kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta 
reaksi yang berhubungan terhadap keduanya. 
 




“ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang 
menyangkut orang-orang yang terlibat dalam prilaku jahat dan perbuatan 
tercela”. 
Lanjut W.A. Bonger (1934) mengemukakan bahwa kriminologi adalah 
“sebagi ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab 
kejahatan dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya”. Menurut Bonger, 
mempelajari kejahatan seluas-luasnya termasuk patologi sosial. 
Savitz dan John (Romli Atmasasmita, 1987:83). Mengemukakan bahwa 
Kriminologi adalah : 
Suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam 
mempelajari dan menganalisaketeraturan, keseragaman, pola-pola, dan 
faktor-faktor sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan 
penjahat, serta sosial terhadap keduanya. 
G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984) mengemukakan defenisi 
kriminologi bahwa : 
Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan 
pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan menghimpun 
sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan,tugas , kriminologi 
merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui sebab-sebab 
kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan 
timbulnya kejahatan. 
 
Michael dan edler (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001:12) 
memiliki pendapat bahwa kriminologi adalah : 
“Keseluruhan keterangan tentang suatu hal yang di peroleh mengenai 
perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan dan cara mereka di 
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perlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para 
anggota masyarakat”. 
Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12), bahwa 
Kriminologi meliputi :  
“Seluruh pengetahuan berdasarkan teori atau pengalaman, yang 
bertalian dengan perbuatan jahat termasuk di dalamnya reaksi dari 
masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahatnya”. 
Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky (Soerjono Soekanto, 1986:10) 
bahwa sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup 
analisa tentang : 
1. Sifat dan Luas Kejahatan, 
2. Sebab-sebab kejahatan, 
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradialn pidana, 
4. Ciri-ciri penjahat, 
5. Pembinaan penjahat, 
6. Pola-pola kriminalitas, dan Akibat kejahatan atas perubahan 
sosial. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
 Objek kajian kriminologi secara umum menurut B. Bosu 
(1986:103) yaitu :Kejahatan, yaitu perbuatan yang memiliki kreteria suatu 
perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan 




 yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau 
penjahat ini terutama di lakukan oleh aliran kriminologi positif dengan 
tujuan mencari sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan. Dalam 
mencari sebab-sebab kejahatan,  kriminologi positif menyadarkan pada 
asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan orang yang bukan 
penjahat, dan perbedaan itu ada pada aspek biologik, psikologis, maupun 
sosiokultural. 
 
2. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.  
Studi mengenai masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk 
mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat dipandang 
sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, 
akan tetapi undang undang belum mengaturnya. 
 
A.S. Alam (2010:2) kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni: 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law), 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tunjukkan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap”calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan(criminal prevention). 
 Yang di bahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) adalah : 
a. Defenisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Revativitas pengertian kejahatan 
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d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
Yang di bahas dalam etiologi kriminal (breaking laws) adalah:  
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminal, 
b. Teori-teori kriminal, dan 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggaran-pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws) 
antara lain: 
a. Teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penangulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa 
tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitative. 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang 
bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah 
disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang 
kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya 
memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai 
suatu kejahatan. Misalnya Pasal 338 KUHP :”Barangsiapa dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 
dengan penjara paling lama lima belas tahun”. 
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R. Soesilo (B. Bosu, 1982:19) membedakan pengertian kejahatan secara 
yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi 
yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang 
bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi 
sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan 
atau tingkah-laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat 
merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnyakeseimbangan ketentraman 
dan ketertiban. 
menurut Bonger (J.E Sahetapy, dan Reksodiputro, 1982:21) tentang 
kejahatan adalah : 
 “Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) 
merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini 
Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih 
lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam 
sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-
perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”.  
 
Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan 
historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap 
dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang 
normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya 
lembaga yang tugasnya menegakkan norma- norma dan menghukum 
pelanggarnya. Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi 
dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam 
masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan 
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tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan 
kejahatan. 
Tiga perspektif Teori Kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa. 
2001: 35), yaitu: 
1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis 
a. Cesare Lombroso (1835-1909) 
Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang 
penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern 
penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lambroso 
mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan 
/ keganjilan fisik, yang berbeda dengan nonkriminal. Lambroso mengklaim 
bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang 
termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal 
dan evolusi.  
Teori Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) tentang born criminal (penjahat 
yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk 
yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang 
mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding 
mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal 
melalui beberapa atavistic stigmata– ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap 
awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. 
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Lambroso (Topo Santoso, 2001:37) beralasan bahwa seringkali para 
penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat 
yang pada umumnya dimiliki makhluk carnivora yang merobek dan 
melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para 
penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki 
kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh 
mereka di atas tanah. 
b. Enrico Ferri (1856-1929) 
Ferri (Topo Santoso, 2001:39) berpendapat bahwa “kejahatan dapat 
dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-
faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor 
sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)”. 
Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi 
dengan perubahan-perubahan soaial, misalnya subsidi perunahan, kontrol 




c. Raffaele Garofalo (1852-1934)  
Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan kepada bentuk-
bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis yang dia sebut sebagai 
moral anomalies (keganjilan-keganjilan moral). Menurut teori ini, 
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kejahatankejahatan alamiah (natural crimes) ditemukan di dalam seluruh 
masyarakat manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak 
ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan 
demikian, mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari 
probity/kejujuran (menghargai hak milik orang lain). 
d. Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring (Topo Santoso, 2001:41) menyimpulkan bahwa “tidak ada 
perbedaan-perbedaan signifikan antara para penjahat dengan non 
penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh.” Para penjahat didapati 
lebih kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai 
penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologis lebih 
inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat. 
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis 
a.  Samuel Yochelson dan Stanton Samenow  
Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang 
umumnya ada pada penjaha yang mereka teliti. Keduanya berpendapat 
bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense 
superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang 
mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap 
dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi 
reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. 
b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)  
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Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan 
psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu: 
a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan 
melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka, 
b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, 
dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan, 
c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif SosiologisTeori 
Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan 
Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan 
dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang 
menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan budaya. 
a. Emile Durkheim  
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat 
pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana 
masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa 
jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat 
yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk 
melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan 
harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan 
tindakan dan harapan orang lain. 
b. Robert K. Merton  
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Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, 
kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. 
Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial 
merupakan akar dari masalah kejahatan. 
C. Tindak kejahatan Penipuan 
1. Pengertian Kejahatan Penipuan 
Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan 
yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud 
untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan 
penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga 
termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 
Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan 
penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau 
berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan 
sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa 
keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya 
menjatuhkan sesorang dari jabatannya. 
Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan 
penipuan (oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum 
dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan 
terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-
masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk 
khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama 
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bedrog atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut : 
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik 
dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan 
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, 
membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. 
 
Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam 
rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980 : 396) 
mengemukakan pengertian penipuan bahwa : 
Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian 
kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan 
ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang 
merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. 
 
Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara 
jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau 
serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya 
karena omongan  yang seakan-akan benar. 
Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan 
sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya 
perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena 
tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar 
diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang 
bersangkutan Tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan 
menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. 
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Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang 
sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak 
dilaporkan kepidak kepolisan. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan 
dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus 
mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut 
menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 
2. Unsur-unsur Tindak Kejahatan Penipuan 
Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid (1961 : 135), bahwa 
unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 
tesebut yaitu : 
1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk  
2. menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat 
suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang  
3. dengan Menggunakan upaya-upaya atau cara-cara : 
a. Memakai nama palsu 
b. Memakai kedudukan palsu 
c. Memakai tipu muslihat 
d. Memakai rangkaian kata-kata bohong 
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hukum. 
 
Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno 
(2002:70) adalah sebagai berikut : 
1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk 
menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau 
menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya 
dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak 
selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan 
orang lain. 
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri 
atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa 
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tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan 
barang itu. 
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk 
menyerahkan barang itu dengan jalan : 
a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu 
daya. 
b. Si penipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal 
yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP. 
 
Lebih Lanjut Moejatno menyebutkan bahwa sebagai akal penipuan dalam 
Pasal 378 KUHP adalah: 
1. Menggunakan akal palsu 
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang 
sebenarnya, meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang yang 
sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, 
yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang 
bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. 
Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari 
Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama 
orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan 
menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. 
 
2. Menggunakan kedudukan palsu 
Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan 
kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai 
pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, 
kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, 
dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk 
mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang 
itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan 
toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah 
menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu. 
 
3. Menggunakan tipu muslihat 
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang 
dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat 
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sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang 
biasanya hati-hati. 
 
4. Menggunakan susunan belit dusta 
Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga 
merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan 
tidak mudah ditemukan di mana-mana.Tipu muslihat yang digunakan 
oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang 
mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi 
selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang 
kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus 
dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu 
menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang 
ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk 
menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat 
atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong 
itu. 
Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian 
rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum 
(wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula 
diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus 
dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang 
digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat 
dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan 
saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus 
disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya 
kepada cerita bohong itu. 
Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat 
(Moeljatno, 2002 : 72), sebagai berikut : 
1. Unsur menggerakkan orang lain 
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Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan 
mupun perkataan-perkataa yang bersifat menipu. 
 
2. Unsur menyerahkan suatu benda  
Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara 
langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal 
ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada 
orang suruhan dari orang yang menipu. 
 
Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti 
unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya 
daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. 
1. Unsur memakai nama palsu  
Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan 
sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian 
menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya 
disebutkan tadi. 
 
2. Unsur memakai martabat palsu 
Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu 
keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya 
kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu 
barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. 
 
3. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan  
Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu 
perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut 
menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. 
 
Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta 
atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan 
kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. 
Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, 
maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana 
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penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila  
unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka 
pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai 
perbuatannya. 
D. Undian Berhadiah 
1. Pengertian Undian 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008:361.16) arti kata Undian 
adalah lotere. Sementara dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, 
bahwa undian merupakan upaya untuk memilih sebagian pilihan 
(alternatif) dari beberapa atau keseluruhan pilihan yang tersedia dengan 
cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki 
kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. 
Sedangkan didalam Undang-undang no 22 tahun 1954, undian ialah tiap-
tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang 
setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh 
hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-
perserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi. 
2. Macam-Macam Undian 
Undian dapat dibagi menjadi tiga bagian ( http://www.al-munir.com/artikel-
148-hukum-undian-berhadiah ) : 
1. Undian Tanpa Syarat 
Bentuk dan contohnya : Di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran dan 
semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung, kadang dibagikan 
kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu 
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barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat 
disaksikan oleh seluruh pengunjung. 
2. Undian Dengan Syarat Membeli Barang 
Bentuknya : Undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang membeli 
barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. 
Contohnya : Pada sebagian supermarket telah diletakkan berbagai hadiah 
seperti kulkas, radio dan lain-lainnya. Siapa yang membeli barang tertentu 
atau telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian maka ia akan 
mendapatkan kupon untuk ikut undian. 
Contoh lain : sebagian pereusahaan telah menyiapkan hadiah-hadiah 
yang menarik seperti Mobil, HP, Tiket, Biaya Ibadah Haji dan selainnya 
bagi siapa yang membeli darinya suatu produk yang terdapat kupon/kartu 
undian. Kemudian kupon atau kartu undian itu dimasukkan kedalam 
kotak-kotak yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut di berbagai 
cabang atau relasinya. 
undian jenis ini tidak lepas dua dari dua keadaan : 
a. Harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian 
berhadiah tersebut. 
b. Undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. 
Perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan 
produknya. 
3. Undian dengan mengeluarkan biaya. 
Bentuknya: Undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya 
untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti 
undian tersebut dengan mengeluarkan biaya. 
Contohnya: Mengirim kupon/kartu undian ketempat pengundian dengan 
menggunakan perangko pos. Tentunya mengirim dengan perangko 
mengeluarkan biaya sesuai dengan harga perangkonya. 
Contoh Lain adalah  Ikut undian dengan mengirim SMS kelayanan 
telekomunikasi tertentu baik dengan harga wajar maupun dengan harga 
yang telah ditentukan. Atau biasanya pada sebagian tutup minuman 
tertera nomor yang bisa dikirim ke layanan tertentu dengan menggunakan 
SMS kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. 
Apakah biaya SMS-nya dengan harga biasa maupun tertentu (dikenal 
dengan pulsa premium). 
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
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Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor (B.Bosu : 1982), 
yaitu : 
1. Faktor pembawaan  
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat 
alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena 
pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : 
keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah 
penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab 
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya 
usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan 
dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada 
umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau 
permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti 
kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 
sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan 
seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai 
dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang 
ekonomi. Sedangkan antaraumur 30 sampai 50 di mana manusia telah 
memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering 
melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan 
seterusnya. 
 
2. Faktor lingkungan  
Socrates (B. Bosu, 1982:24) “mengatakan bahwa manusia masih 
melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata 
baginya.”  
Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah 
maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk 
menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan 
apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh 
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karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan 
kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara. 
Menurut H.Romli Atmasasmita (2007;23-62), membagi teori-teori 
penyebab kejahatan ke dalam 5 bagian, yaitu ; 
1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)  
Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli 
sosiologi Amerika, E.H.Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya  
Principle Of Criminology. Sutherland menemukan istilah differential 
association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal melalui 
interaksi soial itu. Menurutnya, mungkin saja melakukan kontrak 
(hubungan) dengan “definition favorable to volation of law” atau dengan 
”definition unfarotble to violation of law”. Rasio dan defenisi atau 
pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal 
atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia 
menganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. 
2. Teori Anomi 
Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas 
kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara 
merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomi 
dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu:  
(1) Cultural as piration atau culture goals yang diyakini berharga untuk 
diperjuangkan, dan  
(2) Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai tujuan 
itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, 
dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna 
mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan 
perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah 
kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut a 
structural explanation). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu 
taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan 
melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah 




3. Teori Kontrol Sosial  
Teori control atau  control theory merujuk kepada setiap perspektif yang 
membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, 
pengertian teori control sosial merujuk kepada pembahasan delikuensi 
dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat 
sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda 
dengan teori kontrol lainnya. 
Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan 
dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah : 
1. Adanya reaksi terhadap orientasi  labeling dan konflik dan kembali 
kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi 
konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai 
kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : 
penjahat. 
2.  Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru 
telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih 
pragmatis dan berorientasi pada sistem. 
3. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru 
khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja. 
 
4. Teori Labeling 
Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori 
yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau 
pandangan yang bersifat relatif; Backer beranggapan bahwa pendekatan-
pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Teori  Labeling dari 
Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum dengan 
memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari  Labeling Theory. Lamert 
membedakan dua jenis tindakan menyimpang: penyimpangan primer 
(primer deviations) dan penyimpangan sekunder (secondary deviations). 
Menurut Schrag (Romli Atmasasmita; 2007 : 50-51) menyimpulkan teori 
Labeling sebagai berikut : 
1. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat 
kriminal. 
2. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan 
sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. 
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3. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-
undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa. 
4. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat 
baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok criminal dan non 
criminal. 
5.  Tindakan penangkapan adalah awal dari proses Labelling. 
6. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan 
pidana adalah fungsi dari pelaku/ penjahat sebagai lawan dari 
karakteristik pelanggarannya. 
7. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan  
pengambilan  keputusan  dalam  sistem peradilan utama. 
8. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak 
bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap 
mereka yang dipandang sebagai penjahat. 
9. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur. 
 
5. Teori Paradigma Studi Kejahatan 
Simeca dan  Lee dikutip dari Robert F. Meier 1977, p.21 (Romli 
Atmasasmita; 2007: 53), mengetengahkan tiga perspektif tentang 
hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak 
dan tiga paradigma  tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah  
consensus,  pluralist, dan  perspective conflict. Prinsip-prinsip yang dianut 
oleh perspektif consensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positif 
dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positif 
menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah 
disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang 
bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki 
pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga 
sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. 
 
F. Upaya Pencegahan Kejahatan 
 Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar kejahatan tidak terjadi kejahatan. 
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 Menurut Hoenagels (Arif Gosita, 1983:2) upaya penanggulangan 
kejahatan dapat di tempuh dengan cara: 
a. Criminal application (penerapan hukum pidana) 
Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka 
dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan. 
b. Preventif without punisment (pencegahan tanpa pidana) 
Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku 
kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenai hukuman atau 
sebagai shock therapy kepada masyarakat. 
c. Influencing views of society in crime and punisment (mas media 
mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mas media) 
Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan 
gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumannya. 
 
 Menurut A.S. Alam (2010:79) penangulangan kejahatan terdiri atas 
tigs bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
 Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan 
tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan 
terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang 
meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-






Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 





Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat 
memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas, maka penelitian yang digunakan meliputi : 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di Polrestabes Makassar 
dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar. Lokasi 
penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polrestabes memiliki data 
tentang tindak kejahatan tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam proses penyusunan 
skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data 
dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dengan para pakar, narasumber, atau pihak-pihak terkait dengan 
penulisan skripsi ini. Sedangkan data sekunder, yaitu data atau dokumen 





C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berdasarkan metode , yaitu : 
1. Wawancara (interview) dilakukan dengan jalan mengadakan 
wawancara dengan tersangka tindak kejahatan penipuan,dan 
aparat kepolisian Polrestabes makassar. 
2. Penelitian kepustakaaan (library Research) yaitu untuk 
mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca 
referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan 
dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data 
sekunder. 
D. Analisi Data  
Data-data yang telah diperoleh baik dari daat primer maupun sekunder, 
kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut ditulis 
secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 










PEMBAHASAN DAN DATA HASIL PENELITIAN 
 
A. Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penipuan yang Terjadi di 
Kota Makassar Periode 2010 – 2012. 
Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tingkat 
kejahatannya sangat tinggi. Kejahatan yang dilakukan pun tak sekedar 
seperti tindak pidana konvensional sebagaimana yang diatur dalam 
kodifikasi, melainkan telah menggunakan cara atau modus yang beragam. 
Dalam hal ini yang akan dianalisis oleh Penulis adalah kejahatan 
penipuan yang dalam pelaksanaannya menggunakan modus kupon 
undian berhadiah. Sebelum menjawab rumusan masalah yang diangkat 
oleh penulis, penulis akan memaparkan dalam bentuk tabel mengenai 
kejahatan penipuan yang terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu tiga 
tahun terakhir ini yaitu mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 
Adapun data tindak pidana pencurian yang penulis akan tinjau adalah 
data yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari 2 instansi penegak 
hukum yaitu, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar. Data tersebut akan dipaparkan penulis 





Jumlah Kejahatan Penipuan yang Terjadi di Kota Makassar Periode 
2010–2012. 
No Tahun Dilaporkan Diselesaikan 
1 2010 465          365 
2 2011 336          177 
3 2012 287          171 
Jumlah 1271 623 
Sumber: Polrestabes Makassar, Tahun 2013 
 Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas, dapat dilihat 
bahwa jumlah kasus baik laporan atau yang terselesaikan terhadap tindak 
pidana pencurian yang masuk di Polrestabes Makassar tiap tahun makin 
berkurang. Pada tahun 2010 terdapat 465 laporan mengenai kasus 
penipuan, kemudian pada tahun 2011 berkurang menjadi 336 total 
laporan, dan pada tahun 2012 juga mengalami pengurangan menjadi 287 
laporan yang masuk ke Polrestabes Makassar. Untuk keseluruhan kasus 
yang terselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun ini terdapat total  623 
kasus, sementara yang tak dapat terselesaikan sebanyak 648 kasus. Hal 
ini menandakan betapa kerja keras pun tak cukup untuk menanggulangi 
permasalahan sosial dalam masyarakat sehingga meningkatnya tindak 





B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penipuan 
Dengan Modus Kupon Undian Berhadiah di Kota Makassar. 
Sebelum lebih lanjut membahas mengenai faktor – faktor yang dapat 
menjadi penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon 
undian berhadiah di kota Makassar, berikut penulis akan memaparkan 
melalui tabel data yang penulis rangkum dari hasil wawancara dengan 
warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar mengenai 
motivasi yang mendasari warga binaan berikut untuk melakukan 
kejahatan dengan modus kupon undian berhadiah. 
Tabel 2 
Pelaku Kejahatan Penipuan Dengan Modus Kupon Undian di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar berdasarkan Motivasi 









378 Ekonomi dan 
Lingkungan 
SMA Swasta 
2. Erwin 378 Ekonomi dan 
Lingkungan  
SMA Tidak Bekerja 
3. Gerard 
Gustaf 
378  Lingkungan SMA Tidak Bekerja 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Tahun 2013 
 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor 
dominan para pelaku dalam melakukan kejahatan penipuan dengan 
modus kupon undian di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, kemudian 
diikuti dengan faktor lingkungan.  
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Dalam wawancara penulis dengan para pelaku, sebagian besar dari para 
pelaku menjadikan alasan kemiskinan dan  tidak mempunyai pekerjaan 
sebagai faktor utama dalam melakukan kejahatan penipuan dengan 
modus kupon undian. 
Menurut Suhardi (salah seorang penyidik di bareskrim polrestabes 
Makassar dalam wawancara pada Hari selasa,18 Maret 2013) bahwa 
terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di Kota 
Makassar antara lain: 
1. Ekonomi; 
2. Lingkungan; 
3. Sosial budaya; 
4. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut; dan 
5. Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib. 
Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai keempat faktor diatas 
yang menurut Brigpol Suhardi merupakan faktor – faktor utama terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian di Kota Makassar. 
1. Faktor Ekonomi. 
Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian di kota Makassar. 
Kebutuhan hidup di daerah perkotaan khususnya kota Makassar 
sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk 
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memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan 
untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma 
masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan kejahatan penipuan 
dengan modus kupon undian. 
Dalam wawancara Penulis dengan Brigpol Suhardi pada Hari selasa,18 
Maret 2013, beliau mengatakan bahwa : 
“Kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di kota 
Makassar ini sebagian besar dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 
pekerjaan tetap atau pengangguran,keadaan tersebut mendorong para 
pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut”. 
 Dapat disimpulkan dari pernyataan Brigpol Suhardi, bahwa tidak 
dimilikinya sumber penghasilan oleh seseorang khususnya yang masih 
berusia muda dapat menjadi dorongan untuk melakukan pelanggaran 
terhadap norma – norma yang berlaku, khususnya kejahatan penipuan 
dengan modus kupon undian, dimana para generasi muda yang 
seharusnya menjadi penerus bangsa malah berubah menjadi pelaku 
kriminal di usia muda. 
2. Faktor Lingkungan 
Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian di kota Makassar adalah 
faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan 
keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan 
orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya kejahatan 
penipuan dengan modus kupon undian. 
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Dalam wawancara penulis dengan salah seorang warga binaan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar yang bernama Rizal Hafid alias Ical 
pada hari senin 25 Maret 2013, penulis mendapati bahwa Ical mempelajari 
modus tersebut dari temannya yang bernama Rahmat, Ical mengenal 
Rahmat melalui jejaring sosial Facebook. Menurut Ical, Rahmat 
merupakan warga depok, Rahmat telah melakukan kejahatan tersebut di 
beberapa daerah di jawa. Awalnya Ical hanya mengcopy file kupon undian 
tersebut dari pesan email yang dikirim oleh Rahmat. Setelah Ical 
mempelajari cara melakukan penipuan tersebut, Ical lalu melancarkan 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di makassar. 
Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis menyimpulkan bahwa 
lingkungan dapat membawa pengaruh buruk bagi seseorang sekalipun 
orang tersebut semula tidak memiliki niat jahat sebelumnya. 
3. Faktor Sosial Budaya 
Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya 
yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon 
undian berhadiah. Di Indonesia secara umum termasuk kota Makassar 
khususnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke 
budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. 
Hal ini menjadi penyebab seringnya terjadi penyalahgunaan ilmu 
pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau 
individu yang melakukannya. 
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Penipuan modus kupon undian berhadiah tergolong kejahatan penipuan 
jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang 
berkembang tetapi kejahatan pun dapat berevolusi mengikuti 
perkembangan yang lebih modern. 
4. Faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan dengan 
modus kupon undian. 
Selain faktor sosial budaya, ada pula faktor lain yang menunjang terjadi 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah yaitu 
mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal 
mesin cetak untuk mencetak kupon dan beberapa bungkus produk 
seperti: makanan, minuman, serta produk lain yang dapat dijadikan media 
penipuan dengan modus kupon undian,dengan kupon tersebut pelaku 
dapat melancarkan kejahatan penipuan. 
Dalam wawancara Penulis pada hari Senin 25 maret 2013 dengan pelaku 
yang juga melakukan kejahatan penipuan dengan modus kupon undian 
yang bernama  Erwin, mengatakan Bahwa: 
“Saya membuat kupon dengan mengunakan mesin print biasa,dan kupon 
tersebut berisikan pengumuman tentang hadiah menarik untuk pemegang 
kupon tersebut, serta terdapat pula nomor handphone yang saya jadikan 
sebagai call center/costumer care. Biasanya setelah korban mendapat 
kupon tersebut, Korban lalu menelpon ke nomor yang telah tercantum. 
Dan saya pun meminta uang sebagai pajak hadiah undian tersebut. 
Setelah terjadi pengiriman via tranfer rekening bank, saya lalu 
menonaktifkan nomor handphone dan rekening tersebut.” 
Adapun Wawancara Penulis dengan bpk.Budiman Sukma yang 
merupakan warga Makassar juga salah satu korban penipuan dengan 
modus kupon undian berhadiah (hari sabtu  april 2013): 
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“Awalnya kupon tersebut saya dapatkan dari pembungkus biskuit Tanggo, 
dan karena tampilannya sangat meyakinkan maka serta merta sayapun 
meresponnya.Isi kupon tersebut  menyatakan bahwa saya selaku penemu 
kupon tersebut,berhak atas 1Unit Toyota Avanza.Kemudian sayapun 
menghubungi contact person yang tertera di kupon undian, yang mengaku 
bernama Bambang Irawan. dan seorang yang mengaku bernama SYL 
Selanjutnya, saya pun sempat beberapa kali melakukan kontak 
(Telf/SMS), yang pada intinya meminta agar saya mengirimkan Uang 
Tunai Sejumlah Rp.10.000.000. Setelah melalui perbincangan yang 
sangat alot dengan penjelasan yang sangat baik,akhirnya saya merasa 
sangat yakin akan keabsahan undian tersebut. Dan akhirnya keputusan 
untuk mengirim uang saya lakukan. Melalui Bank BRI sayapun 
mentransfer uang sebanyak 2 kali (pengiriman pertama : Rp.6.300.000 
dan Pengiriman kedua: Rp.3.700.000)ke rekening yang dia sebutkan. Tapi 
berselang sehari setelah pengiriman,tak ada jawaban dari dia bahwa akan 
segera mengirim hadiah undian tersebut sesuai yang tertera dikupon 
undian. kemudian saya baru sadar bahwa kejadian ini merupakan tindak 
penipuan setelah beberapa hari tak ada kabar berita.” 
Berdasarkan uraian pelaku dan salah satu korban penipuan, penulis 
menyimpulkan bahwa kejahatan penipuan dengan modus kupon undian 
tersebut sangat mudah dilakukan ini dikarenakan kupon tersebut sangat 
mudah dibuat, hanya mengunakan mesin cetak pelaku sudah dapat 
melancarkan kejahatan tersebut. 
5. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. 
Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh Brigpol Suhardi,  kepada 
penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Lebih 
lanjut Brigpol Suhardi,  menegaskan bahwa dengan mengunakan suatu 
kupon undian yang dimasukkan kedalam bungkusan suatu produk pelaku 
kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh 
pihak berwajib. Hal ini dikarenakan, media yang di pakai pelaku hanya 
sebuah kupon undian berhadiah yang mengatasnamakan sebuah produk.  
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Brigpol Suhardi mengatakan pada wawancara pada Hari selasa,18 Maret 
2013 bahwa : 
“kami dari pihak penyidik menghadapi beberapa kesulitan dalam proses 
penyidikan khususnya pada saat korban dimintai keterangan biasanya 
korban hanya memberikan keterangan bahwa korban telah mengirimkan 
sejumlah uang melalui rekening kepada seseorang yang 
mengatasnamakan suatu produk yang menurut pelaku merupakan Pajak 
yang di tanggung oleh pemenang/korban.berdasarkan keterangan 
tersebut kami hanya mendapat sebuah bukti no rekening dan nomor 
ponsel pelaku yang biasanya kedua nomor tersebut telah tidak aktif.” 
 Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis simpulkan 
bahwa penggunaan kupon undian berhadiah dalam suatu kejahatan 
penipuan cukup menyulitkan pihak penyidik Polwiltabes Makassar dalam 
menangkap pelaku kejahatan tersebut. 
  
C. Upaya – Upaya yang Dilakukan Untuk Mengurangi Jumlah 
Kejahatan Penipuan Dengan Modus Kupon Undian Berhadian. 
 Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan 
modus kupon undian berhadiah maka dibutuhkan langkah – langkah 
penanggulangan. Brigpol Suhardi menyatakan bahwa ada dua bentuk 
penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir kejahatan 
penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di kota Makassar yaitu 
upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya penulis akan mengurai 
lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut sebagai berikut. 
1. Upaya Preventif 
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  Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan 
kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini 
adalah satuan kepolisian Polrestabes Makassar guna meminimalisir 
terjadinya tindak pidana pencurian dengan hipnotis yang terjadi di kota 
Makassar.  
  Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak 
Polrestabes Makassar guna meminimalisir kejahatan penipuan dengan 
modus kupon undian berhadiah antara lain: 
a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan. 
 Brigpol Suhardi menyatakan bahwa salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan dengan 
modus kupon undian berhadiah adalah dengan melakukan kegiatan 
penyuluhan  secara luas kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan 
ini dihadirkan pemateri dari dinas kementerian sosial (kemensos) dan dari 
kepolisian. Hal ini karena suatu undian berhadiah harus memiliki izin dari 
kementerian sosial. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan 
bagaimana agar dapat terhindar dan tidak menjadi salah satu korban 
kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah. 
b. Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk 
 Selain kegiatan penyuluhan, upaya pencegahan berikutnya 
yang dapat dilaksanakan guna mencegah terjadinya kejahatan penipuan 
dengan modus kupon undian berhadiah adalah dengan melakukan 
pengawasan terhadap penjualan produk, hal ini dapat dilakukan oleh 
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perusahaan yang produknya dipakai sebagai media penipuan tersebut. 
Wawancara dengan Surya salah satu karyawan perusahaan yang produk 
makanan dijadikan sebagai media penipuan.(wawancara pada hari kamis 
28 maret 2013) bahwa: 
“Kami telah melakukan upaya pengawasan terhadap produk kami  mulai 
dari proses produksi sampai dengan penjualan ke konsumen, selain 
upaya tersebut kami juga telah melaporkan beberapa kejadian ke pihak 
kepolisian” 
 
 Upaya pengawasan tersebut dilakukan dari proses produksi 
sampai proses penjualan ke konsumen. Selain itu pengawasan bisa juga 
dilakukan oleh Kepolisian para personil kepolisian  disebar ke tempat – 
tempat penjualan atau pusat perbelanjaan, dan di sekitar pemukiman 
warga. Pengawasan di sekitar pemukiman dilakukan karena kupon undian 
tersebut  tidak hanya di masukkan kedalam bungkusan produk tetapi juga 
menurut pelaku juga menyebarkan kupon itu dijalan/depan rumah. Para 
personil kepolisian disebar di tempat – tempat tersebut karena disinyalir 
merupakan tempat – tempat yang berpotensi bagi para pelaku untuk 
melakukan berbagai aksi – aksi kejahatan khususnya kejahatan penipuan 
dengan modus kupon undian berhadiah. 
 Para personil kepolisian harus lebih waspada dalam 
pemantauan, oleh karena sangat sulit untuk mengindentifikasi pelaku 
yang sedang menyebarkan kupon undian berhadiah tersebut. 
 
c. Memberikan himbauan melalui media. 
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 Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah 
terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon undian berhadiah. 
Himbauan tersebut dapat berupa audio, visual, maupun audio 
visual.Contoh: Himbauan melalui media cetak, bungkusan produk , radio, 
dan dapat pula melalui media televisi. 
 Brigpol Suhardi menyatakan bahwa cara ini sangat efektif 
dalam mengurangi kejahatan penipuan dengan modus kupon undian 
berhadiah. Hal ini ditandai dengan berkurangnya tingkat kejahatan 
penipuan dengan mengunakan modus kupon undian tersebut. 
d. Pengadaan kamera pemantau (CCTV). 
 Sangatlah sulit untuk mengawasi suatu tempat yang 
berpotensi untuk terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon 
undian berhadiah seperti pusat perbelanjaan atau mall, bank, dan stasiun 
atau terminal hanya dengan mengandalkan personil kepolisian yang 
bertugas di tempat tersebut. Oleh karena itu menurut Brigpol Suhardi, 
dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus 
kupon undian berhadiah, perlu bagi masyarakat yang bermukim di tempat 
yang terindikasi terjadinya kejahatan tersebut, pihak keamanan, dan 
kepolisian untuk berkoordinasi dan memanfaatkan teknologi kamera 
pemantau atau CCTV. 
 Kamera pemantau atau CCTV sangat memudahkan dalam 
pengawasan kegiatan di berbagai pusat – pusat keramaian yang menjadi 
tempat – tempat yang berpotensi untuk terjadinya kejahatan penipuan 
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dengan modus kupon undian berhadiah. Dengan adanya kamera CCTV 
pihak keamanan dapat dengan mudah memantau melalui tampilan layar 
yang dihasilkan oleh kamera pemantau sesuai dengan dimana kamera 
tersebut ditempatkan. 
2. Upaya Represif. 
 Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang 
dilakukan dalam hal penindakan dan pembinaan terhadap pelaku, dalam 
penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut: 
a. Upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku. 
 Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah 
dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban kejahatan 
penipuan dengan modus kupon undian berhadiah, berusaha untuk 
memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku akan 
melalui tahap – tahap pemeriksaan di kantor polisi selanjutnya akan 
dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk selanjutnya dijatuhi 
hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku. 
b. Upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. 
 Darwis Hamal, Amd.IP,S.Sos, M.Si selaku kepala bidang 
pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar (wawancara Hari 
Selasa 26 Maret 2013) mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk 
pembinaan yang diberikan kepada warga binaan (narapidana) selama 
menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
antara lain:  
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1. Pembinaan Rohani / Spiritual 
 Pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar sangatlah penting, dimana para warga 
binaan diberi binaan berupa kegiatan agama dengan melaksanakan 
ceramah jumat dan shalat berjamaah setiap hari bagi warga binaan yang 
beragama Islam, dan untuk yang beragama Kristen dilaksanakan ibadah 
setiap hari minggu.  
 Kegiatan – kegiatan di atas dilakukan dengan tujuan agar 
para warga binaan setelah selesai masa hukumannya nanti dapat memiliki 
mental yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
2. Pembinaan Jasmani. 
 Pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar direalisasikan dalam berbagai bentuk seperti kegiatan olahraga 
sepakbola, dan sepak takraw yang dilaksanakan setiap sore hari, dan 
kegiatan senam pagi setiap hari Jumat. Selain kegiatan olahraga, 
dilaksanakan pula kegiatan kerja bakti setiap pagi. 
 Kegiatan – kegiatan diatas dilaksanakan dengan tujuan 
membentuk jiwa dan fikiran para warga binaan agar selalu bersikap 
optimis dan berfikir positif, juga agar para warga binaan tidak menjalani 
masa hukuman dengan bermalas – malasan dan dapat membangun 
kepercayaan diri para warga binaan agar dapat membaur kembali di 
masyarakat kelak. 
3. Pembinaan Ketrampilan. 
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 Pembinaan ketrampilan bagi warga binaan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar dilaksanakan dengan menyesuaikan 
bakat ketrampilan dasar yang dimiliki masing – masing warga binaan. 
Pembinaan ketrampilan yang diberikan antara lain ketrampilan membuat 
kerajinan tangan seperti pembuatan bingkai foto dari bahan dasar koran, 
pion lampu, hiasan dinding, anyaman dan kerajinan lainnya. 
 Di samping gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar juga terdapat bengkel yang dikelola oleh warga binaan. 
Pemberian berbagai ketrampilan di atas bertujuan agar para warga binaan 
memperoleh ketrampilan yang dapat dimanfaatkan kelak ketika bebas, 
sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak menganggur 





Setelah penulis menguraikan tentang terjadinya kejahatan penipuan 
dengan modus kupon undian berhadiah di kota Makassar dan membahas 
mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya tindak terjadinya kejahatan 
penipuan dengan modus kupon undian berhadiah di kota Makassar 
beserta upaya – upaya penanggulangannya, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa 
terjadinya tindak terjadinya kejahatan penipuan dengan 
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modus kupon undian berhadiah di kota Makassar 
dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor 
ekonomi,lingkungan,sosial budaya,mudahnya melakukan 
kejahatan penipuan, dan minimnya resiko tertangkap oleh 
pihak berwajib. 
2. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam 
penanggulangan tindak terjadinya kejahatan penipuan 
dengan modus kupon undian berhadiah terbagi atas dua 
yaitu upaya preventif  atau pencegahan dan upaya 
represif atau penindakan. Upaya preventif berupa 
melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan 
pengawasan terhadap penjualan produk, memberikan 
himbauan melalui media, dan pengadaan kamera 
pemantau atau CCTV. Upaya represif berupa upaya 
penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta 
upaya pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. 
 
B. SARAN 
1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya 
tindak terjadinya kejahatan penipuan dengan modus kupon 
undian berhadiah di kota Makassar, hendaknya pemerintah 
turut memfungsikan kementrian agama sebagaimana 
mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan 
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bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat 
dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa 
tindakan kejahatan yang dilakukan selain melanggar hukum 
juga bertentangan dengan norma agama. 
2. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan bagi 
seluruh warga masyarakat khususnya kota Makassar untuk 
selalu waspada akan adanya kupon-kupon undian berhadiah 
yang merupakan suatu tindak kejahatan penipuan. 
 
